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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 3
{1} Pendanaan penyelenggaraan Ulll bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
{2) Pendanaan penyelenggaraan Ulll sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan sesuai de-
ngan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleng-
garaan dan pengelolaan Ulll diatur dengan peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin-
tahan di bidang Agama dan peraturan menteri lain/
i pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang
| terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5
Peraturan Presiden ini mufai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin- i
tahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik In-
donesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK {INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAQLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 126

{BN)

DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN |
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK

(Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-07/PJ/2016, tanggal 18 Juli 2016)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Per-
aturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Ta-
[ hun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu untuk
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ten-
tang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Doku-
men dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak;

| Mengingat :

| 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5899);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/
PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Un- |
‘ dang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengam- |
punan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia |
Tahun 2016 Nomor 1043); '

MEMUTUSKAN: f

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TEN-
TANG DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGI-
SIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENGAMPUNAN PAJAK.

Pasal 1
Dokumen-dokumen yang digunakan dalam
rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak, adalah se-
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bagai berikut:

1.

Dokumen yang tercantum dalam Peraturan Men-

teri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2016 tentang Pengampunan Pajak, yaitu:

a. Lampiran i, Surat Pernyataan sebagaimana di-
maksud dalam Lampiran huruf A;

b. Lampiran Il, Surat Pernyataan Mengalihkan
dan Menginvestasikan Harta Tambahan seb-
agaimana dimaksud dalam Lampiran huruf B;

¢. Lampiran HI, Surat Pernyataan Tidak Mengali-
hkan Harta Tambahan sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran huruf C;

d. Lampiran IV, Daftar Rincian Harta dan Utang se-
bagaimana dimaksud dalanT Lampiran huruf D;

e. Lampiran V, Surat Pernyataan Mencabut Per-
mohonan dan/atau Pengajuan sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran huruf E;

f. Lampiran VI, Surat Pernyataan Besaran Pere-
daran Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran huruf F; -

g. Lampiran VI, Surat Permintaan Informasi
Tertulis Mengenai Jumlah Pajak Yang Tidak
atau Kurang Dibayar atau Tidak Seharusnya
Dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran huruf H;

h. Lampiran VIli, Surat Permohonan Pencabutan
Atas Permohonan dan/atau Pengajuan seb-
agaimana dimaksud dalam Lampiran huruf th

i. Lampiran I1X, Surat Keterangan Pengampunan
Pajak sebagaimana dimaksud datam Lampiran
huruf J;

j. Lampiran X, Laporan Pengallhan dan Realisasi
investasi Harta Tambahan sebagaimana di-
maksud dalam Lampiran huruf L; dan

k. Lampiran X1, Laporan Penempatan Harta Tam-
bahan Yang Berada di Dalam Wilayah Negara
Kesatuan Republik iIndonesia sebagaimana di-
maksud dalam Lampiran huruf M,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/

PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Un-

dang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampu-

nan Pajak. ‘

Dokumen dalam lampiran Peraturan Direktur Jen-

deral ini, yaitu:

a. Lampiran XlI, Surat Pembatulan atas Surat
Keterangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 42 ayat (2);

b. Lampiran Xill, Surat Keterangan Bebas Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan
Hak Atas Tanah dan/atau Bangunén atau Pen-
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galihan Saham sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (4);

c. Lampiran XIV, Surat Permohonan Surat Ket-
erangan Bebas Pajak Penghasilan Atas Peng-
hasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/
Atau Bangunan Atau Pengalihan Saham seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5)
dan Pasal 25 ayat (5};

d. Lampiran XV, Surat Keputusan Pembatalan
Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pa-
jak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;

e. Lampiran XVI, Surat Keputusan Pembata-
tan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28;

f. Lampiran XVIl, Surat Keputusan Pengha-
pusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan
Dalam Rangka Pengampunan Pajak seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5);

g. Lampiran XVIil, Surat Ketetapan Penghen- |
tian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (3) huruf f; dan

. h. Lampiran XIX, Surat Klarifikasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1),
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/
PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Un-
dang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampu-
nan Pajak. -

Pasal 2
Pedoman teknis pengisian dokumen yang di-

gunakan dalam rangka pelaksanaan Pengampunan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetap-
kan dalam setiap lampiran Peraturan Direktur Jenderal |
ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai |

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2016
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
tid.

KEN DWIJUGIASTEADI

Catatan Redaksi :

- Karena Alasan Teknis Lampiran Tidak Dimuat.
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